
BAB! 
PENDAHULUAN 

Negara Rcpublik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganul asas 

desentralisasi dalam mcnyclenggarakan pemerintahan, dengan memberikan 

kesempatan dan keluasaan dacrah untuk menyelcnggarakan otonom1 dacrah. 

Karena itu pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa 

pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kccil dengan benruk dan 

susunan pemerintahannya ditctapkan dcngan undang-undang dcngan mcmandang 

dan mengingati dasar pcnnusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan 

hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. 

Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang 

kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan mcmberikan kewenangan yang 

luas dan bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana yang dituangkan dalam 

TAP MPR Rl Nomor :KV /MPR/1998 ten tang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini adalah dititik bcratkan pada 

daerah kabupalen/kota, dengan didasarkan kepada asas desentralisasai dalam 

wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Di samping itu 

pelaksanaan Otonomi Daerah pada daerah propinsi ilu sifatnya terbatas. 

Penyelenggaraan otonomi luas dan nyata dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah yang berwenang melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan 

pemerintahan, kecuali dibidang politik luar negeri, moneter dan fiskal, 
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pertahanan dan keamanan, peradilan, agama serta bidang-bidang lain yang 

mcmang menjadi kewenangan pcmerintah yang tldak bisa discrahkan kepada 

dacr.ih seperti industri stratcg1 (scnjata, pesawal terbang, kapal taut, kereta api), 

pcmberantasan penyakit mcnular, pengawasan obatan dan makanan, standarisasi 

nas1onal, pendidikan unggi, konservas1 cagar alam serta budaya dan scbagainya_ 

\Valaupun Otonom1 Daerah mempunyai landasan yurid1s yang kuat, tetapi 

dalam pelaksanaannya scnanuasa mcnjad1 perdebatan bcrbagai p1hak Artinya 

pcnerapan Otonomi Daerah dalam s1stem Pcmenntahan Dacrah masa kini ke 

masa mengandung banyak hal yang memungkinkan terjadmya perbedaan. 1 

Yang dimaksud dcngan otonomi yang nyata adalah kclcluasaan Daerah 

untuk menyelenggarakan kewenangan pemerimahan dibidang tcrtcntu yang 

secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. 

Sedangkan otonomi yang �rtanggung jawab itu maksudnya adalah berupaya 

perwujudan pertanggung Jawaban sebagai konsekuens1 pembenan hak dan 

kewcnangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus d1pikul 

oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin ba1k, pengembangan 

kehidupan berdemokrasi, kead1lan dan pemerataan scrta perneliharaan hubungan 

1 Harian ANALISA, Senin 10 Maret 2003,Pergesenm Malena Oiooomi Daerah,Drs.Al.tnal 
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yang serasi antara Pemcnntah Pusat dan Pemerintah Oacral1 dalam rangka 

menjaga keutuhan Negara Kesntuan Republik Indonesia. 

Ada fcnomcna yang mcnarik tentang implcmentas1 Undang-undang 

Nomor 22 cahun 1999 tentang P.:mcrintah Daerah, sehingga ada sebagian p1hak 

yang ingin mcrcvis1 Undang-un<lang mi. Fenomena ini kcmungkman disebabkan 

adanya kepcntingan tarik rnenank kcpentingan antara Pcm.:rintah Pusat dengan 

Pemcrintah Daerah Selarna in1 Pcmerintah Pusat mernpunya1 hubungan yang 

sangat erat dengan P.:menntah Dacrah sehingga Pemerintah Pusat sangat 

dominan dalam mcnentukan jalannya j>cmerintahan di dacrah. 

Dalam penyclcnggaraan otonomi ada dua institusi yaitu Pcmcrintah 

D;oo>rah (Perr.da) dan Dewan Pcrwakilan Rak')'al (DPR). Karena Undang-undang 

Dasar (pasal 18) dan Undang-undang pelaksananya mengharuskan adanya 

insu1us1 mi di seuap daerah-dacr;oh. 

Keberadaan dua mstnusi mi sangat diperlukan untuk mengembangkan 

pclaksanaan prinsip pcmbag1an kekuasaan di daerah. Pcmerintah daerah adalah 

Jembaga eksekutif dan DPRD adalah lcmbaga legislatif yang merupakan wakil 

r kyat di suatu daerah otonomi. Masi ng-masing lembaga mi mempunyai tugas 

dan kewenangan sendiri, namun keduanya terkait dalam suatu tatanan hubungan. 

Pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan 

DPRD sebagai badan leg1slat1f daerah berkedudukan sejajar dan men1ad1 mitra 

pemerintah daerah. Pengert1an sejajar dan menjadi mitra ini dipahami beraneka 
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macam schingga scnngkah hubungan pemerintah daerah dan DPRD mcnjadc 

agak terganggu tenrcasuk ketcka masing-masing p1hak menggunakan hak, 

rugasnya dan kt.wcnangannya untuk mengatakan sebagai paling bcnar dan 

, 
bcrkuasa -

Walaupun kcdua mslllusi tcrsebut seja1ar tetapi dalam melakukan 

k1nerJanya pemenntah daerah selalu mendapat pengawasan dan DPRD dan 

pemcri111ah daeerah bertanggung jawab kepada DPRD. 

A. l'cngcrCinn dnn Pcncgasan Judul 

Scbclum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu 

d1mengc:-:i cJCrihai judul dari skripsi ini. Karena Judul sangat pcntmg 

hubungannya dengan suatu pelaksanaan penel itian, karena judul akan 

mengungkapkan secara selintas ten�ang isi pembahasan yang akan d1 

kctengahkan. 

Adapun judul penelit1an ini adalah "Peraoao DPRD Propinsi Oalam 

.\lcogawasi IGocrja Pcmerintah Daerah Sumatcra Utara." 

1 o,ar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan, maka benkut 

ini akan d1berikan penegasan dan pengertian atas judul yang d1ajukan secara 

eumologi (arti kata) yaitu : 

1 Ors Oambins Yucloyooo, M.Si, Otonomi Daerah. Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakana, 
2002, ,hal 95 
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Peranan bcrart1 tmdal..an seseorang dalam suatu pentiwa ·1 

Dewan Perwak1fan Rakyat Daerah adalah Badan Legislattf Daerah (pasal 

I (a) Undang-undang OlOnomi Oacrah Nomor 22 tahun l 999. 

Mcngawasi berarti orang yang mengawasi.' 

Kinerja berarti scsuatu yang ingin dicapai.5 

Pemerintah Dacrah adalah Kepala daerah besena perangkat Daerah 

Otonom1 yang lain sebaga1 eksekutif daerah (pasal I (a) Undang-undang 

Otonomi Oaerah Nomor 22 Tahun 1999). 

B. Alasan Pcmilihan Judul 

Penul1s mcngajukan skripsi ini dengan judul Peranan DPRD Propinsi 

dalam mengawas1 Kmerja Pemerintah Dacrah Sumatcra Utara, karena pcnulis 

mgan meninjau dan membahas fungs1 control DPRD terhadap pcmcrintah daerah 

dalam menyongsong otonomi daerah. 

Agenda reformasi yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah 

scjak beberapa tahun yang lalu telah dan akan terus mcmbuahkan banyak 

perubahan cialam kehidupan berbangsa dan bemegara. Bcrbagai pcrubal1an 

hal 908 
1 1im Prima Pena. Kamos Lcngkap Bahasa Indonesia. Pencr Gramcdii Tanpa Tat.Jn 

' Ibid, hal 502 
'. Ibid, hal 710 
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